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PAJAK RESTORAN

WALIKOTA SURABAYA,

hbahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor Z Tahun 2003 fentang Pajak Restoran, telah ditetapkan
Kaputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Peraturan Dasrah Kota Surabaya Nomer 2 Tahun
2003 tentang Pajak Restoran ;

. bahwa Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2003

tentang Peiaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2
Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, belum dapat dilaksanakan
secara efeldif, sehingga periu dilakukan penyempurnaan,

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di

atas, periu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2
Tahun 2003 Pajak Restoran,

. Undang-undang Nemor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah
diubah dengan Undang-undang Normor 2 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730,

Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa yang feiah diubah dengan undang-Undang
Nomer 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahah Lembaran Negara Nomor 3887);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lombaran Negara Tahun 1989 Nomor €0, Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 3838);
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Uindang-undang Nomeor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189), :

Peraturan Pemerintahan Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Refribusi Daerah
dan Penarimaan Pendapatan Lain.ain;

Peraturan Daerah Kota Surahaya Nomoer 3 Tahun 2001 Tentang
Organisasi Dinas Kofa Surabaya;
Poraturan Daerah Kota Surabaya Nomeor 2 Tahun 2003 Tentang

Pajak Restoran;

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tehun 2001 Tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN
Henetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KOTA SURABAYA NONMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG
PA JAK RESTORAN

EAR !

KETENTUAN UMLUIM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1.
2.

N

Daerah, adalah Kota Surahava:
Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;

Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah selanjutnya dapat disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kota Surabaya;

Kepala Daerah, adalah Waliketa Surabaya;
Dinas Pendapatan, adalzh Dinas Pendapatan Kotz Surabaya;,
Kepala Dinag, adalah Kepala Dinas Pendapataen Kota Surabaya;

Sub Dinas Penagihan dan Keberatan, adalash Sub Dinas
Fenagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan;
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8. Cabang Dinas Pendapatan, adalah Cabang Dinas Pendapatan
Kota Surabaya,

©

Bendahara Khusus Penerima, yang disingkat BKP | adalah
bendahara khusus penerima pada Dinas Fendapatan yang ditunjuic
untuk menerima dan mencatat pembayaran paiak vang disetor oleh
Wajib Pajax atau Penanggung Pajak;

10.Pejabat, adalah Kepala Dinas Pendanatan;
11 Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang

meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, dan atau panvitaan,

=y
(X% ]

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraiuran perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan
untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut
atau pemotong pajak tertentu;

13.Penanggung Pajak, adalah ofahg pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak fermasuk wakil yang

Ketentuan perundang-undangan perpajakan;

14.Lelang adalah setiap penjuztan barang dimuka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melaiui usaha
pengumpuian peminat atau calon pembalt;

15.Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak
atau Penanggung Fajaik meiunasi utang pajak daerah dan biaya
nanagihan pajak daerah dengan menequr atau memperingatkan,
meiaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjua! barang yang telah disita;

16 Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk
melunass ttang paiak menurut peraturan perundang-undangan;

17 Restoran atau Rumah Makan, adalah tempat menyantap makanan
~dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,
termasuk penvediaan makanan dan atau minuman vang diantar dan
atau dibawa pulang, antara lain Steak House, Coffe Shop, fce
Cream Palace, Cafetaria, Sate House, Fast Food, Bakery Shop,
Depot, Warung dan Kantin;

18 Pembayaran, adalah Jumlah yang diterima atau yang seharusnya
diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan olsh
penguniung pada Restoran;



18.Cash Regtster , adalah mesin vang dipakai untuk mencatat
fransaksi atau buiti perbayaran pada restoran;

20.Bon penjualan atau hill, adalah dokumen bukti pembayaran atas
pelayanan yang diberikan;

21.Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak
yang dipungut atas peiayanan yang disediakan dengan pembayaran
kepada Restoran;

22 .Cara Menchitunp Paiak Sardiri IMPS), adalch Cara Penghitungan
Pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Palak untuk menghitung dan menvetor sendiri pajak
yang terutang,

23.Cara Takeasi {(Non MPS), adalah Cara penghitungan pajak, dimana
jumiah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
ditetankan langsung oleh nejabat;

24 Restoran cara MPS, adalah Restoran yang telah mengadakan
pembukuan sesuai standar akuntansi dengan memakai Bon
Pembayaran atau bill dan dilengkapi dengan atau tanpa dilengkapi
dengan Cash Register penerimaan yang pengenaannya
berdasarkan Menghitung Pajak Sendiri (MPS);

25.Restoran Cara Taksasi {(Non MPS), adalah restoran yang belum
A

mengadakan pembukuan secara lengkap yang pengenaannya
herdasark-n Tak=asi;

26 Surat Pemberifahuan Pajak Daergh, yang dapat disingkat SPTPD
adalah Surat yang digunakan oieh \Wajib Pajak atau Penanggung
Paiak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
ferutang menurut peratutain perundang-Undangan perpajakan
daetrah;

27.Surat Setoran Paiak Daerah, vang disingkat SSPD, adalah surat
yang diguhakan ofeh wajio pajak atau penanggung pajak unfuk
melakukan pembavaran atau paiak yang terutang ke kas daerah
atau di ternpat lain yang ditunjuk oieh Kepala Daerah;

28.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan yang meneniukan besarnya jumlah pajak yang
terutang;

29.Surat Ketetapan Pajak Daerch Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDT, adaiah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya
tambahan pajak terutanag;

30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Xurang Bayar, yang dapat
disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarmya jumiah pajak terutann, jumlah pembayaran periodik,
jumiah RKekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi
administrasi, dan ~amiah yang masih harus dibayar;



31.Surat Ketetapan Pajok Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
dapat dizinglat SKPDH3T, adaiah Surat Ketetapan Pajak yang
manentukan tambahan atas jumigh pajak yang teiah ditetapkan,

32 Surat Ketatapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKFDLB, adalah Surat- Ketetapan yanyg menentukan jumiah
kelebihan pembavaran paiak karena jumiah pembayaran periodik
tebih besar gari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;

33.8urat Katetanan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN,
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumiah pajak yang
terutang sama besarnya dengan pembayaran yang telah ditakukan
atau pajak tidak terutang;

34.Surat Tagihan Pajek Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrast berupa buniga dan atau denda;

35.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak;

36.Biaya Penagihan Pajak adalah bhiaya pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintan MeiakSanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang,
Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya iainnya sehubungan
dengan penagihan pajak;

37.Peangawasan, adalah serangkaian kegistan untuk mengawasi
pemenunan Kkewajibait perpajakan daerah dan menegakkan
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daeratt;

38.Tim Pengawas, adalah tim vang mempunyai tugas melaksanaan
pengawasah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;

39.Berita Acara Hasil Pengawasan, adalah pernyataan Waljib Pajak
atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau menolak seluruh
prosedur pengawasan,

40, Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengoian data dan atau keterangan lainnya guna
menguii kepatyhan pasmenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan

- untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan keteniuan peraturan
- perundang-undangan perpajakan;

41.Tim Pemeriksa, adalesh fim yang mempunyai tugas menguji
ikepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah;

42 Berita Acara Hasil Pemeriksaan, adalah pemyataan Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau menolak seluruh
prosedur pameriksaan,



43 Pemeriksaan Khusus, adalah pemeriksaan di tempat usaha
maupun kantor Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi
seluruh fenis paiak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun
sebeluninya vang <ilakukan dengan menerapkan teknik
pemeriksaan vang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada
umumnya;

44 Kas Dasrah adalah Kas Pemerintah Daerah;

45.Badan, adzalah suaty bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Ferseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Millik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun sesuai
dongan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Persekutuan; Perkumputan, Firma, Kongsi, Koperasi, atau
Organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha
tetap, seria beniuk badan usana iainnya,

46 Porporasi, adalah tanda Pengesahan dari Pomerintah Daerah atau
benda berharga, dan benda lainnya yang akan dijual ataupun
diedarkan di masyarakat;

47 Pengadilan Pajak, adalah hadan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak
vang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;

48 . Kegiatan insidentil, adalah kegiatan yang diselenggarakan pada
saat dan jangka waktu tertentu dengan pelayanan dan atau fasilitas
lainnya dengan dipungut atau tanpa pembayaran;

49 Standar Akuntansi, adalah suatu peraturan atau kesesuaian sistem
akuniansi yang diterapkan oleh sebuah entitas yang sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum, untuk Indonesia standar
diatur dalam PSAK.

BAB U
TATA CARA PEMUNGLTAN PAJAK
Pasal 2

Pajak Restoran dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS)
dan atau cara Taksasi ( Non MPS).

Pasal 3
(1) Cara menghitung Pajak Sendiri {(MPS):
2. Waijib Pajak atau Penanggung Pajak diwajibkan menggunakan

Bon Penjualan atau bill yang telah diporporasi oleh Dinas
Pendapatan dan atau Cash Register;
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b. Bon Per*jua!aﬁ atau bill harus memuat:

naa dar alam: { tempat usaha;

seri dan nomor urut, dan

nomer urut setiap seri ditentulian maksimail sampai dengan
10.000;

S*’!".'*

¢. Cash Ragister harus memuat:
1. tanggal dan Jam trar.saksi; dan
Z. nomor urut strook transaksi.

Cara Taksasi (Non MPS) .
Pengusaha Restoran Cara Taksasi, dikenakan pajak berdasarkan
taksiran, vang tertuang dalam SKPD danfatau SKPDT.

Pasal 4

Bon Penjualan atau bi%t baik yang tertulis atau yang dicetak (Cash
Register) sebagai bukii transaksi harus mencantumkan pajak
sebesar 10%;

Apabila dalam bon tidak mencantumkan pajzk 10%, maka harga
sudah ietmasuk pajak;

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus menyerahkan bon

penjualan atau biil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
orang atau badan yana mendapatkan pelavanan pada restoran.

BAR 11}

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN PAJAK

(1)

@

&)

4)

Pacal §

Wapb Pajak atay Penanggung Pajak dengan cara MPS
sebagaimana dimaksud dalam pasai 3, wajib mengisi,
menandatangani dan menvampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) sefiap bulan sekali, selambat-lambatnya 15 (lima
betas) hari setelah berakhirmya masa pajak;

Penyetoran paiak dilakukan cleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak MPS setiap tanggal 7, 14, 21, 28, bulan berjalan di
Baendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan atau
Cabang Dinas Pendapatan yang ditunjuk, berdasarkan laporan
hasil penjualan;

Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hard fibur, maka
pembayaran diiakukan pada hari kerja berikuinya;

Penyetoran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak Taksasi {(Non MFS) setiap bulan sekali, selambat-lambatnya
15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak di
Bendaharawan Khusus Penerima (BKP), berdasarkan ketetapan
yang teiah ditentukar (SKPD):



{5) Besarnya setoran pajak, dihitung dengan cara mengalikan jumiah
pendapatan restoran dengan tarif pajak sebesar 10% {sepuluh
persem;

(6) Setiap berakhirnya masa pajak, diadakan pemeriksaan kepada“
Wajib Pajak atau Penhanggung Pajak MPS oleh Tim Pemeriksa
yang ditunjuk guna memeriksa dan maneiiti kebenaran atas
pemoukuan dan pembayaran masa pajak bulan sebelumnya;

{7) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang fidak atau kurang bayar diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan, dihitung
dari paiak vang kurang bayar atau teriambat dibayar,

(8) Apabila jumiah penyetoran pajak sama besarnya dengan hasil
pemeriksaan, maka diterbitkan Suret Ketetapan Pajak Daerah Nihil
{SKPDN);

{9 Apabila jumlah penyotoran pajek lebih besar dari hesi
pemeriksaan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
{.ebih Bayar (SKPDLB};

(10} Apabila setelah diperikea ditemukan tambahan pajak {data baru)
atau daia yang beium terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah paiak yang terutang, maka akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebosar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut, dengan diterbitkan Surat
Katatapan Pajak Deerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Dasal &

Pajak yang dipungut disetorkan ke Hendaharawan Khusus Penerima
Dinas Pendapatan atau Cabang Dinas Pendapatan dengan
manggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

BAB IV
JATUH TEMPO PAJAK TERUTANG

Pacal 7

{1} Bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara MPS, jatuh
tempo pajak terutang (SKFDKE atau SKPDKBT) adalah 7 (tujuh)
hari setelah diterimanya SKPDKR atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak;

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oieh
Waiib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi
acministrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak sefiap
buian, dihitung dari paiak yang kurang bayar atau terlambat
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Bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dongan cara Taksasi,
jatuh tempo pajak terutang adalah 15 (lima belas) hari setelah
masa pajak berakhir,

Apabila ketentuan pada ayat (3) fidak dipenuhi maka dikenakan
sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak
setian bulan, dihitung dari pajak yang kyrang bayar atau tertambat
dibayar dan ditagih dengan meneibitkan (STFD).

BARV
TATA CARA PENGAWAS AN

Pasal R

Dalam ha! pelaksanaan pengawasan pemunguten pajak, Wajib
Pajaic alal Penanggung Pajak berkewajiban melaporkan kepada
Peiabat, paling lambat 1 (sat)) hari kerja sebealum
menysienggarakan kegiatan insidenti! di Restoran;

Dalam hal pelaksanaan pangawasan, Pejabat dapat menetapkan
sefta menempatkan anggota Tim Pangawas yang dilengkapi surat
fugas, dan atau peralatan (equipment) baik sistem mantal dan atau
sisten on line (komputerizasi) di setiap obyek pajak;

Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berfungsi sebagai alat kontrol seflap iegiatanh transaksi dan biaya
pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pamerintah
Daerah;

Wajib Pajak atau Pepanggung Pajak harus memelihara peralatan
(equipment) sebagaimana dimeksud pada ayai (2) dan tidak
mengubah program yang telah ditentukan Dinas Pendapatan;

Penempatan anggota Tim Pangawas sehagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan maksud uniuk melakukan pengawasan
oberasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas
wakiu terfentu dan atal dengan peilimbangan-pertimbangan teknis
tertentu;

Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang
ditetapkan oleh Pejabat maka Wajib Fajak atau Penanggung Pajak
barkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara
Hasii Fenigawasan,

Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas
penempatan peraljatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan
komputer dan line telepon oleh Wajib Pajak atau Pemanggung
Pajak tersebut.
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BAE VI
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 8

Pemeriksaan terhadap panetapan jumiah pajak terutang dilakukan
oleh Pejabat bagi obyek pajak dengan cara MPS setiap 1 (satu)
bulah sekali;

Dalam hal pemeriksaan pembukuan afau audii, Pejabat dapat
menunjuk konsuitan Pajak afau Auditor uniuk mendampingi Tim
Pemeriksa;

Untuk keperluan pemeriksaan, Tim Pameriksa harus dilengkapi
dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan harus memperiinatkan
kapada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa;

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yvang diperiksa wajib:

2. menyelenggarakan pembukuan sesuai  sfandar  akuntanst
berterima umum, memperlihatkan dan atau meminjamkan
pembukuan vaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Perubahan Arus
Kas, catatan atas Laporan Keuangan, Rekap Penjuatan, Buku
Besar Piutang, bon/bili, bukti setoran bank, atau dokumen lain
yang berhubungan dengan kegistan usaha Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak kepada Tim Pemeriksa;

b, memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk
memasuki fempat atau ruangan yang dipandang periu dan
memberi bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan
usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna mempertancar
pemeriksaan,

c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperiukan
secara benar dan jeias.

Apabila pada saat pemeriksaan Wajh Pajak atau Penanggung
Pajak tidak meiaksanakan Kewajibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), maka akan dilakukan pameriksaan khusus;

Apabilz Waiib Pajak atau Penanggung Pajak menolak dilakukan
pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;

Untuk kepentingan pengamanan Tim Pemeriksa pajak, Dinas
Pendapatan dapat meminta baniuan pengamanan dari aparat
panegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB VIl

TATA CARA PERNAGIHAN PAJAK
Pasal 19

Apahila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidek melunasi utang
pajaknya sampai dengan fanggai jaiuh tempo sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7. maka diterbitkan Surat Peringatan;

Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
pajak, diterbitkan 7 (fujuh) har: sejak saat jatuh tempo pembayaran
pajak;

Dalam jangka walktu 7 (tuiuh) harl setelah tanggal diterimanya
Surat Peringatan, Wajiib Pajak atau Penanggung Pajak belum
melunasi pajak tarutang, maka diterbitkan Surat Teguran,

Apabila dalam jangka waki 14 {empat belas) hari setelah tanggal
diterimanya Surat Tegutan, maka wajib Pajak atau Penanggung
Pajak harus melunasi paiak yang teritang;

Surat Peringatan atau Surat Teguran dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 11

Jumizh najak yang torateng berdasarkan Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surai Keletapan Fajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bavar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagib
dengan Surat Paksa;

Surat Pakea  berkepala  kata-kata "DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kexuatan hukum tetap;

\ Surat Paksa sekurang-kurangnya haruc memuat :

a. nama wajib pajak atau nama Penanggung Pajak Daerah;
b. dasar panagihan;

¢. besamnya utang pajai; gan

d. perintah untuk membavar.

Surat Paksa diterbitikan apabila :

a. jumiah Pajak yang masih harus dibayar cleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Swrat Teguran, Surat
Peringatan atau surat [ain yang sejenis,;

b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap
Wajb Pajak atau Penanggung Pajak; atau
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¢. Wajib Palak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dinyatakan dalam Kepuiusan persetujuan
anasuran ataij penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan oleh pejabat setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tangga! diterima Surat Teguran atay Surat Peringatan atau surat
fain yang sejenis;

Y Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak Surat Paksa

denigan aiasan sedang mengaiukan keberatan pajak atau alasah
lainnya, maka salinan Surat Paksa dimaksug ditinggalkan di tempat
tinggal, tempat usaha atau tempal kedudukan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dan dicatat daiam Berita Acara Penyampaian
Surat Pakea bahwa Waiib Paiak atau Pananggung Pajak menolak
menerima salinan Surai Paxsa sehingga Surat Paksa dianggap
telah dibaritahukan,

BAR Vil
TATA CARA PENYITAAN

Pagnt 12

Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
daiam jangia waidu 2 x 24 {dua kaii dua puiuh empat) jam sesudah
tanagal diterima Surat Paksa, maka Peiabat akan menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ternadap barang bergerak
dan atau barang tidak bergerak milik waiib pajak atau penanggung
pajak;

Penvitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan
oieh sekurang-kurangnya Z (duaj orang yang felah dewasa,
penduduk {ndonesia, dikenal ocleh .Jurusita Pajak, dan dapat
dipercaya;

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita
Acara Felaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
Waiih Pajak atau Penanggung Paiak, dan saksi-saksi;

Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir,
penyilaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi
sebagaimana dimaksud nada ayat (2), adaiah Pejabat Pemerintah
Dacrah yang berwenang di wilayah obyek pajak;

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri cleh wajib pajak
atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak
dan saksi-saksi;

Berita Acara Pelaksanaan Sita fetap mempunyai Kkokuatan
mengikai, meskipun wajib pajak atau penanggung pajak ménolak
menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita qebagmmana
dimaksud pada ayat (3);
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(7) Salinan Berita Acara Peolakeanaan Sita dapat ditempelkan pada
barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau
ditemnat ang bhercerak dan atau benda tidak bergerak yang
disitz berada, dan atau di terncat-lempat umum;

T

-
0
v

Atas harang yang disita dapat ditempel atay diberi segel sita, yang
memuat sekurang-ikurangnya :

kata-kata "disita”

nomar dan tanggal Borits Acara nelaksanaan sita;

larangan uniuk memirdahtangankan, memindahkan hak,
maminiamkan atay merusak barang yang disita,

© T

Pasal 13

Pengajuan keberatan oleh Waiih Pajak atau Penhanggung Pajak tidak
mengakibatican penundaan peiaksanaan penyitaan.

Pagal 14

(1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak
atau Fenanggung Pajak yang berada di fempat finggal, tempai
usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang
penguasaannya berada di tangan pinak lain atau yang dijaminkan
sebagai pelunasan utang tertentu vang dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil. perhiasan, uang tunai, dan
depositu beriangke, tabungan, saldo reikening koran, giro, atau
bentuk lainnya vang dipersamakan dengan itu, obligasi saham,
atat surat berharga luinnya, piutang, dan penyertaan modai
pada perusahaan lain: dan atau

b barang fidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi kotor tertentu.

(2) Penyitaan terhadap barang wajib paial atau penanggung pajak
badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan,
pengurus, kenala perwakilan, kepala cabang, pehanggung jawab,
pemilik modai, batk di ilempat kedudukan, ai tempat tinggal yang
bersangkutan maupun di tempat lain;

{3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2)
dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan
cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAR IX
TATA CARA PELELANGAN

Pacal 15

{1} Apabila utang pajak dan atau hiaya penagihan pajak daerah tidak
diiunasi sefelah dilalcsanakan penyitaan, maka Pejabai berwenang
medzaics2-ak; 1 Denpiaian secara lelang terhadap barang yang disita
melaiu kankor issang.
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Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paiing singkai 14 {empat belas) hari setelah
penyitaan:

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) dilaksanakan pailing singkat 14 (empat
helas) hari setelah pengumuman lalang melalui media massa;

Proges pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
gilengkapi dengan :

3. suwrat peringstanftequran, surat paksa dan berita acara
penyampaian surat paksa serta surat perintah melaksanhakan
nenvitaan dan berita acara pelaksanaan sita;

b. penentuan harga limit obhiek sita;

0

huldi kepemilikan ohjek sita bila objek sita adalah barang tidak
bergerak;

Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kal
dan untuk barang fidak bergerak dijakukan 2 (dua) kali;

Pengumiman  lelang terhadap harang dengan nilai  paling
banyak Rp. Z0.000.000,00 {(dua puiuh juta rupiah) tidak harus
diumumkan melalui media massa;

Peiahat bertindak sobagal penjual atas barang yang disita
mengajukan permintaan jadwal wakiu dan iempat lelang kepada
Kantor Lelang sebslum lelang dilaksanakan;

Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang
uniuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan
menandatangani asli Risalah Laiang;

Paiabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang
sitaan yang diieiang;

{10) Larangan lerhadap peizbat dan Jurusita Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), berlaku juga terhadap istri, keluarga
sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak
angkat, Pejabat dan juru sita pajak tersebut;

(11) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan

i\
i

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang herlaku.

Pasal 16

lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum
memperoieh keputusan Keberatan;
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Lslang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri clsh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak;

Lelang tidsok ditubsanatan apabila Waijk Pajak atau Penanggung
herdasarkan putusan nengadilan, atau nutusan badan peradilan
pajak, atau obyek ielang musnah.

Pagal 17

Hasil lelang dinergunakan terlabih dahuly untuk membayar biaya
penagihan pajak yang beium dibayar dan sisanya untuk membayar
utang pajak;

Dalam hal nenjualan lelang, blaya penagihan pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (i) ditambah 1% (satu persen) dari pokok
lelang:

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk
meiunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan
lelang dihentikan oleh pejabat walaunun harang yang akan dilelang
masih ada;

Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan cleh
pejabat kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak segera
setelah nelaksanaan lelang;

Pgiahat vang lalai melaksanakan  ketentuan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayai (4)., dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku,

Hak Tanggungan atas bharang yang telah dilelang berpindah
kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah iLelang yang
merupakan hukti otentik sebagat dasar pendaftaran dan pengalihan
hak,

BAB X
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN
SETORAN PAJAK

Pagal 18

) Pengajuan angsuran dan penundaan setoran pajak diajukan

secara tertulis oleh Wajib Pajak atau Penahggung Pajak kepada
Pajabat ;

Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak untuk mengangsur pajak terutang daiam kurun
waktu tertentu dongan dikenakan bunga 2% sebulan dart jumiah
pajak yang belum atau kurang dibayar;



2
W

16

Pejahat dapat memberikan parsstuivan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak uniuk menunda pembayaran pajak sampai
dengan hatas wakty tertenty dengan dikenakan bunga 2% sebutan
dati jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar,

Persatuiuan terhadap parmohonan angsuran pajak dimaksud pada
ayati {2) dinyatakan iebii lanjut dalam surai perjanjian angsuran;,

Persatuivan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan iebih lanjut dengan surat persetujuan
panundaan pembavaran.

BAR X!

TATA CARA PENGAJUAN KERERATAN, KERINGANAN

)

o)

{3
{3

@)
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(6)

@)

CAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 19

Waiib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan keberatan
kepada Kepaia Dinas atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN atau STRD;

Keberatan diajukan secara tertulic kepada Kepala Dinas dengan
miengisi formuiir dan mengirim kepada Dinas Pendapatan dengan
mengajukan alasan-alasan secara jelas;

Keberatan harus diajukan dalam iangka walktu paling lambat 3
{tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLEB,
SKPDN atau STPD diterima Wajib P4djak atau Penanggung Pajak;

Tanda Terima Surat Keberatan dari Kepala Dinas dan tanda bukti
pengiriman meialui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan
Surat Keberatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewzjiban membayar pajak,
minimal 50% dari jumiah pajak terutang;

Hassi pemeriksaan ulang atas pengajuan keberatan dituangkan
dalam Beriia Acara Hasii Pemeriksaan yang ditandatangani oieh
Wajib Pajak atan Penanggung Paiak vang bersangkutan dan Tim
Pemerikea,

Dalam jangka waktu pzling lama 12 (dua belas) bulan sejak
menerima Surat Keberatan, Kepaia Dinas harus memberi
keputusan atas keberatan vang menvatakan:

a. keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian;
b. keberatan ditoiak;
c. kenaikan pajak sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat menerima
kepuiusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dapat
mengaiukan banding kepada Pengadilan Pajak paling lama 3 (tiga)
bulan setelah menerima keputusarn dari Kepala Dinas;
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Apabila setelah Jewal waktu 12 {(dua helas) bulan sejak
permoionan keberata:: ditarima sebagaimsna dimaksud pada ayat
(7), Kegaia Dinas tida-. memberikan keputusan, maka permohonan

______ 7 N

Keberatan dianggap ditenma sapenufinya.

Pasa! 20

Wajibl Pajakx alau Penanggung Paja2k d‘a;‘aat mengajukan
permononan keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala
Dings;

Parmchenan keringanan atau pembebasan pajzk harus digjukan
secara leituils dengen menggunakan bahasa Indonesia seria
melamnirkan foto copv Kary Tanda Penduduk atau jdentitas
pemofion, folo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
dan SPTPD / SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB,
dengan mencantumkan alasan secara jelas;

Atas nermchonan keringanan atau pembshasan pajak, Kepala Sub
Dinas Penagihan dan Keberatan mslakukan penelitian mengenai
berkas permohonan dan kelengkanannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

Atas pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala Sub Dinas yang
menangani masiah penagihan dan keberatan,

Kenala Naarah melakuvan konsultazi usulen nemberian keringanan
atau pembebasan pajak kepada DPRD;

Rerdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Kepala Daerah memeriniahkan Kepala Dinas uniuk
tmengalyarkan keputusan.

BAR X!

TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 21

Kelebihan pajak yang sudzh disetor dapat dikembalikan kepada Wajib
rajak atau Penanggung Pajaic melaiui restitusi dengan cara:

a.

r

Wa,iib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan

bermaterai kepada FPejabai dengan melampirkan Tanda Bukti
Pembhayaran Asli dan kuitansi lengkap bermaterai (yang
dikembalikan) rangkap 4 (empat);

setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLE,
Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan
Paiak Daerah (SPMKPDY;

Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai
SPMAPL G SPMAUL
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Keteniuan Bab ill, Bab iV,

dipsrgunakan untuk melaksanakan
Vi, Bab Vii, Bab Viil, Bab iX, Bab

@ )
X gan Bab Xi sebagaimana dinyatakan dalam Iamniran Kaputusan ini.

a Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya
Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Felaksanaan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran yang
diundangkar dalam bLembaran Dacrah Kota Surabaya Tahun 2003

Nomor 48/02, dinyatakan tidak berlaku fagi.

Agar  seliap  orang  dapat  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan keputusan ini dengan penermpatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2004

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

Jiundangkan di Surahaya
sada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADY
-EMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMO 4/8
Salinan sesuai dengan aslinya

an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepata Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR  : 57 TAHUN 2004
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Masa Pajak
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B. DIS] GLEH WAJIB PAJAK / PENAMGEUMG PAJAY BELF ASSEIMEN

1. Jumian Pembayaran dan FPajak Terutang untuk #Masa Pajak sebelumnya { akumuiasi darl awal Masa Pajak
datam Tahun Paiak Tertenfu )

a. Mazs Pajak oGl s TR
b. Dasai Fengenaan | Jumiah
pemoayaran yang dienima } DORp
¢. Tarif Pajak { secu=i Perda) e %
d. Pajak Terutang (bx e} TORP e
2. Jumiah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang ( iamplrkan foto copy dokumen )
| a. Meosa Pajak DoTgl el TR
i b. Dasar Pengenaar { Juinlgh
} jppembayaran yang diterima ) TORP
‘* c. Tarif Pajek ( sesuai Perda ) T
d. Paisk Terutang {bhye) ORD

C. DISi OiLEH WAJIB PAJAK | PENANGGUNG PAJAK CFFICIAL ASSESMENT

2. Masa Pajak oMl gl T
] b Dasai Pengenaan { Jumizh
| pembayaran yang diterima } DORP e

‘ D. PERMYATAAM

Dengan menyadari sepenuhinya akan gegala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketantuan
perundang-undangan vang berlaku, gaya atau yang sava beri xuasa menvatakan bahwa apa yang telah kami
beritahiikan tergsebut i atas beserta lampiran-lampiran adaia benar. lengkap dan jelas.

SRR I 1) 111 I
¥vajio Pajak / Penanggung pajak

Nama Jelas

E. DiiSt CLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN

Tata carz penghitungsn dan penstapan yang dikehendeki
D 1. Official Assesment { dihitung dan difetapkan oieh Fejabat Dinas Fendapatan )
2. Self Assesment { Menghitung dan menetapkan pajak sendi )

Diterima tanggal
Nama Petugas
NP
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PEMERINTAM KOTA SURAHAYA SKFD
CINAS PENDAPATAN (SLRAT KETETAZAN FAJAK DABS AL No. Urut

JE diriaite Nu 25 - €7 Surabayn
Telp. 334303% - o7 Poaw. 323 -325
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FEREATIARN

Harap penvetoran ditekukan mefalil BKF atau Kas Daereh (Bank ..........................) déngan menggunakan Surat Setoran
Paigk Daarah

Apabita SKPD Il fidak atau kurang dibayar seteian iewaf wakiu paiing iama 30 hait sefak SKPD inl diterima gikenakan sanisi
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan,

Sumbays, L tahan

an KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

MiF

MODEL : DPD - 29
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3, BENTUK SURAT KFTETAPAN PAJAK DAERAH KIIRAKG RAYAR
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SKPDKB

+ PEMERINTAN KOTA SURABAYA

e

. DINAS PENDAPATAN [SURAT KETETAPAM PA IAK DAERAH KURANG PAYARY Mo, Unut
b Jl Jimerto Ma. 25 - 27 Surshave Masa Paiak ‘.. Y
) Tolp. 5343054 - 57 Psw. 323-228 Tahur D v raeraeen
© Nama e e .
¢ Alamat D e P T ST TP IT R AL LIV TPTT AT PTPPRICp. .
. NPWPD [ Iy C1rI4a
- Taraggel jatuh tempo T e b e
" 1. Bardasarkan Pasal 9 Undang-undang Momer 18 Tahun 1807 yang telah diubsh dengan Undang-undang Momor 34 Tahun
2008, tslah difsiaian pemgiitsasn atad keterangan fain atas pelaksanaan hewajiban |
Ayar Pajak S I A

_ Nama Pajak et e rei e ean
i i, Dasl pemarikeaan atau keteranosn (ain tersebid di atas. penshitungan iumdah yang masih harus dibavar agalah ssbagat
' herilait ;
; 1. Nasar Pengenasn Rp
2. Pajak yang Terutang Ry
. 3, Kradit Fajak

A. Kompensasi keiebinan darl tahun sebetumnya Rp
: b. Setoran yang dilakuian Rp
: ¢. Lain-lain RD
! d. Jumiah yang dapat dikreditian (a2 + b +g) Rp
t
H 4. Jumish kekurangan perbavaran Polek Paiak { 2- 243
3 5. Eankst adminisirasi
i a. Bunga (*asal 2 ayatl {1} Fp
t b, Kenaikan (Fasal § ayal (&) Rp
! & Jumiah sanksi admnisyasi {a+h) Rp
£ 6. Jumiah yang masih harus dibavar (d+50) Rp
4
! Dengan hurd | i
FERHATIAN

"1. Harap penyeloran dilakukan melalui BKP atau Kas Daeran (Bank . .........................) dengan mengaunakan Swat Setoran
Fajak Daerah (SSFD)

2 Apabila SXPDKB int tidak atau lawang dibavar setelab lewat waldu prling ama 30 hari seja¥ SKPDKE ini ditetima dikenakan
sanksi administrasi berupa bunge sebasar 2% per bulan.

i
i
1 Surabaya, ...
' a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
¥ KOTA SURABAYA
! Kepala ...
i
i
1
% MiP.
i
MODEL ; 080 - 1ud)
" P o e e e e e e e et e e (GURHAY CISHY v o v e i e vt e st
Mo SKPDKE
LT =
T Y O P PO P PNV,
- o G D SO
..................... TUUUITURIIURRUPPRRRPS - ;' 1) I,




4. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.
: l

PEMERINTAH KOTA SURABAYA | SKPDN ,

DINAS PENDAPATAN | [SURAT KETETAPAN PAINK DAERAH NIHIL) No. Unut

Ji. Jimarte No, 28 - 27 Surabaya ! Masa Pgjak ... ......... TR R
Tetp, 5343051 - 57 Paw. 323 -325 i Tahun e

!
NPWPD S T O T R A

I. Berdasarkan Pasal 9 Urdang-undang Nomor 18 Tzhun 1997 yang telsh dubah dengan Undeng-undang Nomor 34
Tahiin 2000, telah diakukan pemanksaan atau keterangai lain atas pelaksanaan Kewajban

Ayat Pajak SRR
Nama Pajak :
il. Dari pemeriksaan atay ke’eranqan Iam .ersebut & atas peng.‘ﬂmgan jurtah vang masih harus dibayar adelah

sebagal barikuf -
1. Dasar Pengensan Rp
2. Pajak yang tennang Rp
3. Kredi Paiak

2 Komnensasi keleblhar: daii tahun sebekmmiya Rp

b. Szteran yang dilakuken Rp

C. Lain -iain Rp

d. STP(Pokok) Rp

e, Jumiah vang dapat dikreditkan{ a+b+c+qd? Rp
4, Jumieh yang mash harus dibayar ( 2 - 3e ) Rp NIHIL

a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
WP
MODEL : DFD - 10C
ol v aulh SN Sy wln v P el b duy GBS S NN NSNS Y S .-_--' G‘mr!’lmﬁﬁ el el N P NS N WD SN N W miall Sen i Gl SN S A PN N S SN T S S
No. SKPDN
TANDA TERIMA
Nama
Alamat
Yang Menering
{ e}

WODEL : OPD - 10C
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5. BENTHK SURAT KETETAPAN PAJAK DAFRAK L ERIM HAYAR

i T
i e s |
PEMERWNTAH KOTA SURABAYA j SHRPULE |
DINAT PENDADATAM ! { Surat Wersrnnun Pajak Oxernh | shih Bovar ) [ Mo, Lind
1 Jinertn Mo, 25 - 27 “ara‘:-a‘;—. ! Masa Peisk ; NN
Telp. 5343751 . 57 Bew. 323 -225 i Tahun e x
] |
Nama e e s
Alamat e
NPWPD S0 10 T O O Y I T W
| Tanggatjatuh tomwo s T T T

. Bardaswiian Pasal 30 Unuangundang Nomor 18 Tabun 897 yaig teiah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

Tabwiiz 2003, ieiah ditaliubon peites Jeaan alau keleraigas ain wiss pslzhsanacn kewajiban ©

Ayat rFajak a3 Il
Nama Pajak b e e
. Darl pemariksazn atay keterangn lain tersebit di atas panghitungan umleh varo masih arus dibavar adalah ssbagai

herikit
1 Da«m Pangenzan Rp
2. Pajak yang Teruang Rp
3. iredit Pajgk

a. Seiwan yany dilakuican Rp

o. Lah-{ain it

c. [nkurangi Kompensasi kelsbihan ke tahun yang aign

datangiutang pajak Ra

d. Juriah yang dapat dlreditian i a +b- &) ’ Rp
4. Ju 'ah kekurangan pepiayaran Pokok Pajak ( 3¢-2) Rp
£, Sanks! admiresirds

. Luruga (Fasal 5 ayat (1)) g

D. Kenaikan (Pasa 8 ayai ¢59)) [33:]

c. Jumlah sankst administiasi (2 + b 3 Rn
8 .urnizh yang masih hargs gibavar { 4 + 50} Ap

.

Dengan hura?

PERHATiAN

Pangembatian Keishihan Pajak dilalakan pada Kas Daerah depnan mernninakan Surat Penintah Membayar Kelebihan
* P X ) y

Paiak (SPLKRY dan Surat Pannizn kMangeiuarkan {ang {SPILD

18,
a.r REPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

NP

MODEL : DPD - 10F

NFWPD
Mana
Alamat
Yang Menarlm‘a
i - .)




£ BENTUK SURAT KETETAPAN P DAERAH TAMBAHA

PEMERINTAH KQTA SURABAYA SKPDT
DINAS PENDAPATAN (BURAT KETRTAFATL PAJAK DAERAH TAMBAHAN) No. Urut
J Jimerto No. 28 - 27 Surabaya Masa Pajak ..o -
T.‘p- 5343061 - 5? PSW. 323 ‘325 Tahun . PRI I LR aI
NPWFD 0O IO coOoo
Tanggal jatuh tempo D e et b e rr e e s e n e e e e n tea aeaeean
No Aynt Jenis Pak Daarah Jumiah
Rp
Jurnlah Ketetapan Pokok Pajak
Jumiah Sanksi @ a,
b. Kenalkan -
Jumiah Keselauhan Rp
Pengan huruf I i

BERHATIAN

r. Harep penyetoran dilakukan mefalui BKP steu Kas Daerah (Bank ..........................) dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Davrah

I Apablia SKPDT Ini tidak atau kurang ditavar setefah lewa! wakhi paling lama 30 han sejax SKPDT iné diterima dikenaken
sanksi administrast berupa bunga 4enesar 2% per busan,

a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOT.A SURABAYA

MODEL . D™D - 10B
No. SKPDT
TANDA TERIMA
Nazma
Alzamat

fary dererima

e

MODEL - EPD - 108
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7. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAFRAH KURANG RAYAR TAMBAHAN

B 1
I : . t
PEMERINTAH KOTA SURABAYA | SKPUKBT t
DINAS PENDAPAYTAN b {eumt fetetonan Priak Dacsah Kurtng Beyer Tantahan ) | No. Urut
JL dimaets No, 25 - 27 Suishayve E Masa Pajak .o I Pty
Talp. 5343051 - §7 Pow. 323 326 | Tahun SO !
| I
Namia
Alamat
NPWPD : 1 ! | [ [_ i ] !. |
Tanngz! iatuh tampe T e b e e
I Sargusarken Pasal § Lidang-undang Normor 18 Tahun 1967 yang teiah divbah dengan Undeng-undang Nomor 34 Tahun
2000, tetaly dilgkuRkan pemsriksaar alau keterangan lain aias peiaksanaan kewagiban :
Ayal Pagak IR
Nama Pajak e eee e eeeeekneimeieeteeartee s e et enanean
1. Dari pemerilesazn atau kateranpan lain tersebut di atas, penghitungan jumiah vang masih kargs dibavar adalah sebagai
barilnd -
1. Tasar Pengensan Rp
2. Paigk yang Tendang fp
3. Kredit Pajuk
a. Kowpensas keiebihan dar lahun sebstumnya Rp
o Setoran yany diakuian Rp
¢. Lain-lain Re
t d. Jumish vang dapat dikreditkan (2 + b +e ) Rop
E 4. Sumizh kslurangan pambayaran Pokok Pajak ( 2- 24
F £, Sankei adminictme
i a. Bunga {Pasal 2 ayat (1)) [sH
! b. Renahan (Fasai & ayat (5% Rp
! ¢. Jumiah sanksi adiministrast{a +b) Rp
F 6. Jdumlah vang masih harus dibavar ¢ 4 + Ac ) R
}
'
E Bangan huruf : _}
PERHATIAN
1. Harap penvetoran diiakukan melalui BKP atau Kas Daeraik (Bark ..........................} dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak Daarah (SSPD)
2 Anghila SKPOKRT jni Hdak atau Kuramg Dibayar sstelah lowat waldy paling lama 30 hari cajak SKPDKRBT ini diterima
dikenakan sanksi administrasi bens hungn sebesar 2% par bulan.
Burabaya, .o
a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Renala ...
i
4
i
L}
i P, i
i |
MODEL : DPD - 10E
———————————————————————————— GRINHNT DISIMT oo = e o e o o e it et o e o e e e o ot e o
: Ma, SKRDKOBT
; TAHDA TERMA
MEVEL
Nama
Aamai

WCDEL OFC - I



g BENTUK SUIRAT TAGIHAN PAJAK DAERAK

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 87¢D
DINAS PENDAPATAN { Surai Tagilan Fajak Baerzh ) No. Unid
ol dimerto No. 28 " 27 Surabaya Masa Pajak ... f [ l_i
i Telp. 5343081 « 57 Pew. 323 -325 Tahun
Alamad L e e o
NPWED ) O UL 4 [T i

; Berdasarkan Pasal 7 dan Pasai 10 Undang-uhdang Womor 13 Tahun 1997 yany ielanh divbah dengan Undang-undang
5 Ng 24 Tahun 2000, telah dilakukan peneliian dan atau pemeriksaan atau keterangan iain Atas pelaksanaan kewajibar :

Ayet Pajak o I I I
MNama Pajak e res e e i e e e e e me e e e e e

i. Dari penieiiian dan atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumian yang masih harus dibayar adaleh sebagai
berku -

1. Paiakyangiarang bavar Rp
2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 10 aysai (3)} : Rp
3. Jumlah yang masih harus dibayar{ 1 +2a) Rp
Sengai | }

mﬂﬁ\ﬂ

Harap penyetoran ditalasoan melaks BKP atau Kas Daerah /Denk ... ...........) Jengan menggunakan Surat Setoran
Pajak Daerah (S50}

Apabila STPL ink idak ataw kurang dibayar setetah iewat waktu paiing lama 30 nan sejak S3TPD ini diterima dikenakan sanksi
mninistras! berupe buhga sebesar 2% per bulan,

BUraDBYA, ..o e
a.n KEFALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

NIP.

[O0EC OFG - 114
b e e e e GGG CHSINE e e e e e e e e

No. 8TPD

TANDA TERIMA
NPWPD
MNama
Alamat

Yang Menerima

[SG0EL - DFD - 11A



2. BENTLIK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

i
PEMER}NTHH KOTA SURABAYA E SSPD
DiNAS PENDAPATAN i { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JL. -.!lrrer* Mo, 26 - 27 Surabaya | Tahul v,
Telp. 5343051 - 57 Psw. 323 325 ;
|
Mama L e
flamar
NPWPED CLd U T T o1
Menyetor berdasarkan *) f::; SKPD E___j 5TFD |__—'_] Lain - |ain
U1 sxeoT 1 seeD
D SKPDKR D SK Pembehiian
[ 1 sKPDKBT | ] 5K Keberatan
WVizsa Pajak . ... TEMUN D o Mo, Uret:
No. Ayat Jenis Paigk Jumiah
Rp
Jimlah Setoran Pajak
Pengan Huruf
Ruang untulk Teraan Ditarima afah y LoTahun
Kas Reagister/Tanda Targan Petugas Tempat Fembayaran
Petugas Penerima Tanggal ; Penyetor
!
Tanda Targan !
Nama Terzng !
i
= Beri fmnda V pada kot S Esuds

MCDEL ; DPG - 12
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10. BENTUK SURAT PERMYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Memperhatikan Surat Perntan Pemeriksaan Kepaia DUinas Pendapatan
Kota Surabaya Momor: . ... Tanggat t ...
Yang beranda tangan di bawah ini :

Narna WajibiFenanggung Pajak
Jdabatan
3 Alamat Wajib/Penanggung Pajak

A M

sebagai Wajib / Peranggung Fajak

1. Nama Usaha

2. Aiamat Uisaha
3.  Jenis Usaha
4 NPWPD

menyatakan fidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut

Demikian Surat Parvataan ini dibuat untul dinsrqunakan sehagaimana mectinya,

Mengetahui | SUrAbEYRE, e
Pemertksa VWajib Pajak / Penanggung Pajak




ENT URAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMASANGAN KOMPUTER

SURAT PERNYATAAN
PE ANGAN KOMPUT LINE T

Memperhatikan Surat Pemasangan Komputer dan Line Telepon Kepala Dinas
Pendapatan Kota Surabaya Nomor: ..............cccocee e, 2003
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama PemilikiPenanggung Jawab @ ...
2, Jabsten TR S
3. Alamat Wajin/Penanggung Pajak . ...

sebagai Wajib / Penanggung Pajak atas :

1. Nama Usaha L et e e e e e e et e
2.  Alamat Usaha e et et e r e ae i
3. Jenis Usaha U PP PO
4. NPWPD D e U

menyatakan menolak peémasangan komputer dan fine telepon, dengan alasan
sebagai berikut :

Demildan Surat Pemyataan ini dibuat dalam rangkap 2 (dea) untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui | Surabaya, ...
Peivieiiksa Waljily / Penznggung Pajak
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12. BENTUK SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
JL Jimerto Ne. 25 - 27 Surabaya
Telp. 5343051 - 57 pes. 375 - 334

NPWPD : Lot Ty

Kapada Yih,

SURAT TEGURAN
NOMOT . 1o i e eeeen,

Menuny pembuiuan kami. hinggs seat inf Ssudara masth mempunval funogakan Paiak sebagai
barikut

Nemeor dan Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, Tanggal Jumigh
Jenis Faiak Tahun SKPDKET, STPD, Kaputusan Keheratan, datuh Tunggakan
Kaputusan Pembetulan. Kepuiusan Banding % Tempo Rp
Jumlah

Uniuk mencagah indakan pehagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tabun
1097 yang tetah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maks diminta kepada Saudara
agar melunasi jumiah Tunggakan daiam wakiu 7 (iujuh) hari setsiah tanggal Surat Teguran ini. Seieiah
batae wakh: tersebut. findakan penagihan akan dilanjfican dengan penvsrahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telait melurasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera metaporkan

a.f KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Kepala .ooevevri v v cvrves vereeen

T
.
b

NIP, i
*} Coret yang bdak periu

MODEL DPD - 58
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13. BENTUK SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

JL. JIMERTO NQ. 26 - T SURABAYA
Tain 5242051 - 57 pes, 225.334

Kapada Y

Berdaszarkan pembukuan pada Dinas Peondapatan Ypta Surabayz, temyata utang Pajak
Saudara sampai saat ini beium disetor.

Sebeium berakimmnya batas waktu penyeforan pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat
Ketetanan Paiak Dzerah  Saudara diminta  segers  menyatorkan Paigk  Restoran ke
Bendaherawan Khusue Penerima Dinas Pendopatan Kota Surcbaya.

Jumiah utang Pajak Restoran Saudara, berdasarkan Surar Ketatapan Pajak Daerah yang telah

ditenmsdengan Momar . ... . .. .. . ... .. ... adalshsebesar
RP e T S PO PSP VPRI |
O PP ... ottt e e e e e b e an

Anahila Saydara masin mameriskan pamelacan lehih fanit maka saudara menghadan
' pada jam kena.

Damikizan Surat Faringatan ini disampaikan, aoar menjadi perhatian Saudara dan dapat
dilzkzanakan sahacaimsena mestinya.

Surahava,

an, KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

Patigss, MDAl e e

Peapetira,

MODEL DPDL - 37
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14. BENTUK SURAT PAKSA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

JUUJIMERTO NQ, 25 - 7 SURABAYA TRLP 5243064 PES, 142,137

SURAT-PAKSA
Nomor o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA

Nama Wajib / Penanggung PaiaK @ ... e e e
NPWRD MU e e e e e e
Alamat O PP PRSP

................................................................

Menunggak Pajak sehagaimans tercantum dibawah ini

Nomaor dan Tanggal STRPD / SKPDT/ Tansaal
. . Tahun SKPDKB / SKPDKAT / Kerutusan 99 Jumiah Tunagakan
Jenis Pajak ; o T e Jatuh _
Pajak Haberatan / Keputusan Farabetulan / T Rp
e Tempo
Keputusan Banding “) )
Jumtah "

Dengan ini )

1 memerintzhkan Wajib Psjak / Pananggung Pajek urtuk mambayar jumiah tunggaken pajak
tersebut ke Bendaharawan Khusus Panerima Tinas Pendapatan ditambah dengan biaya-biaya
penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. memeriniahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk metanjutkan
pelaksanaan Sutat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib
Paiak/Penanggung Pajak, apabiia calam waktu 2 ¥ 24 jam Surat Peksa in? tidak dipenuny,
berdasarken Urdang-undang Nomor 18 Tshun 1097 yarg telah diubah dengan Ultdang-undang
Nomor 18 Tahun 2000.

Suwabaya, <o

a.n WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENDAPATAN




15. BENTUK BERITA ACARA PENYAMBAIAN SURAT PAKS

-15-

g

BERITA ACARA
Penyampuaian Surat Paksa

Para hari iy . ... targo;al . haean L tabun o, atas permintaan
¥epala Dinas Pendapatar ¥ois Sursbaya vans becheduduken ¢ JL Jimere Ma, 26 - 27 Suiabays,
saya Juwu Sita Pajah Dae:ah pade Dinas Fesdapatan Kota Suravaya cerfempat tinggal di

o berdasarkan Kepitusan Kepaia Dinas Pendapatan Kota Surabaya

Momor. . ... . L . Jtenggell . L

MEMBERITARUKAN DENGAN RESMI

repada Saudara Dl TR TP s
Bertempat tinggal di L BT
Barkadudukan sehage’ D e e e,

Wajib / Penanggung Pajak supaya daiam wakid 2 X 24 jam memenul isi Surat Paksa ini dan oleh
karena itu harus menyetor ke Bendapgrawen kKhusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kota
Siummbaya sebasar Rp et e 4 e e e e e et a s bes e sanear s {

dangan fidak mengurengi kewatban untuk maembayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya
selanjutnys dan jika tidek meimbayar dalam wakiu yarg teiah Jiteniukan, maka hasita bendanys baik
berupa barang yang bergerak maupun barang vang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka
umum dan hasil peniualannya digunakan untukk membsvar wiang pajak. denda, bunga dan biaya-
biaya yang berhubungan dangan pelaksanaan perag han inl

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telan menverahkan salinan Surat Paksa inl kepada Wajib
Bajak ! Peranggung Paiak dan salinan Surat Paksa kepada Wayib Pajal/Penanggung Pajak, di
tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Saiinan Surat Paksa dilakukan kepada ...
bemtempat tingaal di . . . e e
digebabian ... e v e e e ORI

Yang menerima Juru Sita Pajak Daerah,

Saiinan Surat Paksa

NI




PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDAPATAN
JL. IMERTO NO, 25 - 27 SURABAYA
Telp. 5243084 .57 pes. 202 -325

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Nomor....... .o
Babwa Waijib Paink f Dananggung Pajak

Narna WP / Penanggung Pajak

............................................................................

NPWPD R T A O e o

Atamat

telah dilakukan penagihan dengan Sural Paksa fHomor ... e

anggal ......coocoevnn i ... hingga saat ini belum metunast jumlah pajak yang

masih harus dibayar. maka dengan ini diparintahkan

Kepada ; Naima RO PO TUDITPP T PP
NP O SO PUPTOPTUPT PR PTP
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota

Surabaya
Untuk 1 melaksanakan penyitaan bamarg-barang ( harang bergerak den ateu barang tidak

bergorak ) milik Wajib Pajak aiau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat
Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang tain.

2 mangajukan permohonan Kepada Sadan Urusan Piutang dan Lelang Nagara agar
barang-barang yang telah disita dijual ¢i muka umum, apabila pajak tidak dikinasi
datam waitu 14 (empat belas) harn setelah dilaksanakan penvitaan.

3 Penyitean dimaksud dilakukan dersama-sama dengen 2 {dua) orang Saksi, Waiga
Negara Indonesia yang telah mencapar usia 21 tahun atau teiah dewasa dan dapat
dipercava.

4 menyampaikan Berite Acara Penyitean dimaksud dalam waktu pating jambat
.......................... hari seteiah palaksanaan penyitaan,

SUTABAYA, 1vevvrerrcrrrrieniinirreraeansinanesininenies

a.n WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENDAPATAN

(oirarrrnnoas trensessnanarrarers J—|
NIP.




16. BENTLIK SURAT PERINTAH MEL AKSANAKAN DENVITAAN

PEMERINTAH KOTA SURAEAYA

DINAS FENDAPATAN
JL. NIMERTO NO. 25 - 27 SURARAYA
Telp. 8242057 - 57 pes. 272 - 228

SURAT PERINTAH MELARKSANARKAN PENYITAAN

I‘a'u!HUi ..............................

Bahwa Wailh Pajal / Pananggung Pajak
Nama WP/ Penangounfl Paj@k e e,

NPWPD N N N OO O O { O N O

Alamat

telah dilakukan penagihan dengan Sural Paksa [Nomar .0

ENgYal ..., hingga saat ini bejurm metunast jumlah pajak yang
mzcih harus dibeyar maka dengan ini diperintahban

Kepada : Nama e e
P e e e
Jabatan - Jur Sita Pajak Daeiah Pada Dinas Pendapatan Kota
qur&baja
Untzk - 1 melaksanalen penyitaan bamng-barang ¢ horang betgerzk dan atau barang tidak

bergerak ) milik Wajib Pajak aiau Fenanggung Pajak, baik yang berada di tempat
Waijip Pajak / Penanggung Pajax maupun yang berada di tangan orang lain.

2 mehgajukan permohonan Kepads Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar
barang-barang yang teiah disita dijual di muka umum, apabila pajak tidak dilunasi
dalam waxtu 14 (empat beias} han setelah dilaksanakarn penyitaan.

4]

Penyitean dimaksud dilakukan deisama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga
Negara indonesia yang telah mencapas usia 21 wahun atau telah dewasa dan dapat
dinercaya

4 menyampaikan Berita Acara Penyiaan dimaksud dalam wakiy paling fambat
.. har} setaian nelaksanaan penviaan,

ST 1= |- TS

a.n WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENDAPA ?'AN
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17. RENTUK RERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
Jid ﬁ&i;}'t‘ TO NG 22 -7 SURABAYA
Telp 53430581 - 57 pes. 323 - 320

DERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Padahariint ... .. ....,,.tanggai Lobuen L tehun -

atas rebualan Surs irtah melaksanaken P "'*pa Dings Peﬂdupatar'. Kota Surabaya
Nomoi ... langgai ... yang oerlindak unluk dan atas nama
Pererintah Koia oumf-aya dalam hal i mem;..h domsiil di Ji.
Berdasarkan Surat Paksa vang Jdikeiuarkan paca  tandggal Nomor
vang telah diberitahukan dendan resmi kepada Wailih Paj atau Ppnenggurm

om0

yano diemi g cibhagsh o ml omslea saya s

it bl fatan Thail

................................. Wuua-q u‘ba"tu d..sa J ormg S-‘c‘z{.‘:' W ycai"ig Leeah “'ieru.apai

) RO Pekeraan ... ... O,
e Pekerasn

tetan dataing ¢ rumah / perusahaan YWajib Pejek / Fenangdung Pajak

Nama WP / Penangguing Pajai

NPWPD R N U D O N Y N N

Alamat

Untuk melaksanakan Ferintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajb Pajak / Penanggung
Pajak karena yang bersangkudan masih menus3gak pajak iersebut divawak ind

Surat Perintah metaksanaxkan Penyitaan telah difaksanakan dengan hasil sebagai berikia |
1. F’enm-l_ann danat dilaksnnalgan '1pnﬁan rincian h-1 mnn-harg_ng yang teinh digita gel;.aga;‘ hearilkyt

(UL

Janis Barang Bergeiak Tenetak di Taksiran Harga
Rp ...
Rp .
Rp.
Jenis Bgrang fidak Bergera Terglak ¢ Taksiran Hargs
. 8p ..
Kp .
: Rp .
2. Penvitaan tidak dapat difaksanakan karena -
Wajib Pajek/Penanggung Pajak Juru Sita
MIP
Saksi - Saksi
1. { }
2 {- )




18. BENTUK SURAT PERMY

MNTAAN PELAKSANAAN | EL ANG BARANG-BARANG
SITAAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDAPATAN
Ji. JIMERTQ NC. 25 - 7 SURABAYA

Telp. 343054 - 57 pes, 323-325

Surshaya, Lo
Kepada Yth.
Momor L e
Sifat : i
Lampiran @

Parhal - Pammintran Pelakeansan
Leiang Barang-barang Sitaan
atas tunggakan Pajak

Bersama 1 diharapkan Saudara untuk dapat rmeiaksanakan ielang barang-barang sitaan
atas tunggakan pajak sepetli vang tatlempir daiam Beria Acara Pelaksznaan Sita yang telah
ditaksanakan terhadap Wajib Pajak / Penangzung Paiak

NPWPD RN A
Bedempat tinggal di . . e e
Yang telah menunggak Pajak Hotel sebesar Rp ... e

(... Y kepada Pemerintah Kota Surabaya
untuk diletang di muks umom.

Diharapkan lelang dimaksud dapal dilaksanakan datam wakiu dekat. dan mengenai
kepastian pelelangan dapat diberitahukan semingau sebelumnya.

Lewang tersebut dapat diaksanakan sampal nasil penjuatan capat menutupi utang Pajak
dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan iainnya sebesar Rp oL {

Y

.

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

—
bl

Ne.

MODEL DPD . 68
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13, BENTUK SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAFPATAN

JL. JIMERTO NO. 26 - 7 SURABAYA
Telp. 5343051 - 67 pes. 325 - 324

SURAT PERJARJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama T ettt e e eet eee e e e ee ee e eet e e e eeeee e b e eh et e b e
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama :

Nama
Alzmat

1. Dehgan Ini menyatakan, {elah menyampaikan permohohan angsuran pembavaran utang pajak
pada tahggal .......................... seba;pvak .. ... ., ... kali angsuran, terhadap Surat
Katetapan Pajak Daarsh yang telah diterima.

a. SKPD N e T8 P e i e e i
b. SKPDKB MNO, o TOL RO i i
c. SKPDKBT MO, o T RP e
d. STPD NOo. v TGt B e e e e e e s

Pembayaran angsuran
Angsuran Biaya Administrasl/  Jumlah Angsuran
Pakok Bunga
a. Tol.... ... Angsuran ks Ro oo Rp s REL
b. Tgl.......... Angsuran ke 2 RE i RP i RP e e
¢ Tgl........ Angsuran ke 3 RE e RP  Rp
d. Tgl .......... Angsuran ke 4 BE cviiiiiiiiiies RBP iiiciiene BBP i iy

Rp e Bp o RP e

2. Jika pembavyaran tersebut tidek dipenuhi, make penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa,
tanpa pembeiiahivan terlebit dahuli.

Surabaya,
Mengeiahui, Walib / Penanggung Pajak

Kepaia Dinas Pendapaian
Kota Surabaya
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2. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DAIAK

Surabava,
Kepata

Nomor Sdr. Kepala Dinas Pendapatan

Lampiran : Kota Surabaya

Peiik:at Pernohanan di
Keberatan Pajak SURABAYA
Yang bertanaa tangan dibawah ini |
Nama Wajib/Penanggung Pajak  © ... ... P
Alarpat e, e e e e
bertindak urtuk dan atas nama
Nama / Merek Ueaha P ey ra e
NPWPD S O T T A O O O I A I O
Alamat e

Teip. ..
dengan tni mengajikan Fermohonan keberatan pajak aias SKPDISKPDT/SKPDKB/SKPDKET/
SR PN S P L B My N
PRI L e TANUN i e
JumiahRo .. . L. e e
Bengan @lASan ... . e e e e
Damikian atas persetuiuannva disampaikan terima kasih,
Hormat kami, _
Waiik Pajak f Penanggung Pajak
) Cofet yang tdak peru

WODEL OPT - 53
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21. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAIAK

Menimbang

Mengingat

-PERTAMA

[ 14 nl

Ea

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
Ji. Jimarta No, 25 - 27 Surabaya
Tolp. 534305 - 57 pes. 326 - 334

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOr .
Tentang
KERERATAN PAJAK

. Burat Parmohonan Kaberazan Fajak Nomaor |

Tanggal

Atas Nama

Alamat

NPWPD [ I T 1s

1. Undang-undang Nemor 18 Tahun 1987 teritang Pajak Saerah dan Retribusi Daerah yang
telah diubah dengan Undang-undang Namor 34 Tahun 2000;
Lindang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tsmang Pemarintahan Desrah ;
enatiran Pamanintal Nomor 85 Tahun 20017 enlang Pajak Daeraly,
Persiuran Dasrah Kote Surabaya Nomor 3 Taiwin 2001 teniang Organisasi Dinas Kota
Surabaya;
. Peraiuran Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran,
. Keputusan Walkota Surabava Nomor 38 Tahun 2001 tertang Rincian Tugas dan Fungsi
Dinae Pendapatan Kota Surabaya,
7. Keputusan Welkela Sursbaya Nemor 62 Tehun 2003 tenteng Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kots Surabaya hiomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

W

@ O

MEMUTUSKAN
» Surat Retetapan Pajak Daergh (SKF‘D ).
Nomor
Natna / Merek Usaha
Alamat
NPWPD HiEjEERERNNIEN RN
Nama Walib/Penanggung Pajak
Semia ditetapian B e s
Dikurang! / ditambah  dengan jumish R e e e e
Besarnya Ketclapan menjadi {31~ SRR
Dengan MELT . ... s e e e e arb e sre e ann e
: Apsbile sikemudian hari terdapat kekeliruan datem Keputusan ini, ekan diadakan pembetuan
sepetiinya.
Ditetapkan di
pada tanggal
a.n WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
e )
e




ENTUK LAPQRAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

——

PEMERINTAH KOTA SLIRARAYA Witayah ¢ .
DINAS PENDABATAN _ Kecamatan  entarannsrenenn
Ji. Jimerto No. 25-27 Kelurahan [ ..ceieieennee

LAMPIRAN : HASH PEMERIKSAON [ APANGAOM

Namsa @ .l Fr AR AN 4 E ka2 e ey r e T e e e N VAR ko K r T e AN A NNA A ek maaRE £n pea ey b e e
Alamzt . - .
Nowmior Kohir ... N RRNaricrnrerrrnrenma et nErps TP At s r e kAR e raay anmierertan
N&WED

BURTI PEMERIKSAAN
Pada hari iftl o eceeineeniercmaninen... Tanggal «.cocvimni . 5 11 & S

rah diadakan pemeriksaan dilempat, dengan hasil sebagai werikut :

Surabaya,
Petugas Pemeriksa,
Mengetabui ) S S
Najib Pajak / Waijib Retribusi Nin,
y SR et v easans {
{ iiiiemnerrcoarennenmnnacannens ) Nip

~ampiran - DPDMA




23 BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA SURADBAYA
DINAS PENDIAPATANM HOTA SURADAVA
JL FMERTO 2527 La ¥

I P{}RA‘\I HASIT PEMERIKSAAN

Dasar Hulium

Peraturan Dacrah Nomor 92 Talun 2003 dan Sural Tugas Temeriksaan dari Kepata Dinas
Pendanatan Kota Surabava Nomor : 973 XXX PP - 436416/ 200X tangeal X bulan XX

A~

200X untuk pemeriksoan pembukuan Pajak Restoran periode bulan XX 2004,

Waiib Pajak

Nama

Fabatan

Alamat Wajib Pajuk
Natna Lisaha
Alaina! Usabia

Jerus Usaha

Momor Telopon
~NPWPRD

RN R R R

Frinsn Pameriksaan

Perampungan necnghinmean Faiak Restoran perniode bulan XX iahun 200X,
pungan nong L]

Gambaran mnm Walih Pajak

Pondirian
Usaha torsebat didirikan scjak fanggal XX bufan XX tabun NN sesual dengan Surai [jin Usaha
dari Diinas Pariwisata Pemerintah Prom_nm_ Jawwa Timuor No. SO300AN/I08 31/1900% fsrtanugal

ta hal 1
KN Satany XX taduin X3V

Bidang Usaha

Vajib Pajak tersebut bergerak dibidang ussha Restoran - Rumah Makan yang berlokasi di lalan
XY MNX Mo XX ota Sursbava , dengan kapasitas XX meja dan XX kursi. Jam buka XXX
s'd XX XX WIB.

| Jumiah Meja | Twnlah Kwsi | Taof Makanan Rata-sata ' Tarif Minuman Rata-raia
i XX i XX , XX i XX
I T T 7
| i i i
Fombukuan

Dalam mengelola dan melalukan  usahanva, Waith  Pajak (WP sudah / helum
menyelenggarakan pembukuan. Adapun catalan-cataton yang diberikan kepada pemeriksa pada
saat dilakukan pemeriksaan aniara lain




Nar ! Dokumen A TidaliAda |
b Hnigl masiRank i ] : i
2 | Pukv Penjualan T 5
3 i Buku Piutang _ o
- : | ]
|

3 .‘sbPD Pajab Resioran nmode NN f{)t\ -

Tim Pemerikag tels

1} i_@hnn\l# wh st saaed broosn e atag
CAAF A

Bo0UT pomiiridEasnm anzg 8 "Gk“m"; catatan maupun
pembuknan yang roie 4] ‘JUJ\U pemeriksaan Uolan NN tahim 200X, }atu dalam upaya

mendainng n.ﬂqerhum‘a .‘Qnr:.\gg: etetanan Paigle Dagrah -‘"-.i\ P nntolk nerinde peme ;AI\“QC{{‘

RN TR araden DRETCLAPRAI AR LANTADN LA
dimaksud. Darl hasil pamcriksaan dapar disimpulkan h:m\'-.aa dokumen vatatan/pembuluan yang
diselenccarai:an oleh Watib Pajak dapat dipertangpuneiawabkan. karens relah didukong oleh

1 1 -
buidi-bukti perrbukinai
]
.
Pasil Pemeriksann g
Dari hag ! pomertkeaan pembukuan W iz data besapnya pensrimaan pergualan

untuk periode pemeriksaan sebagai ‘vm

Peneriniiag ;

Sandc ;:&*1 Akl

XX 260X j Hp NAXARX

Total i Rp. ZELLLL LT

Jumiah Pajak Restoran Penods Bulan XXX Ta.'m;n 2003 adalah sebagai beriki

FPaiak Restoran terhutang 1 %n x Rp. 277 777 477 - o XX NXXXNXN -
Pujuk Resloran vang felalt disetor R S RXEE-
Paiak Kestoran vang masih harus disetor Nik#
Lampivan
Fotopopy tanda kti pembayaran Paiak BPegtoran perinde bualan NXX tahun 200X,

Hertas Korja Perociiaaan
Fotocopy Laporan Rekapitalasi Peniualan periode bulan XX tahan 200X

) b

Surabava...... S 200X
MongotahuiMdenvohuni Pomgas Pomcriksa,
Restoran
.
NP
pa

(evrreeenn, e ) NiP.

Wiengetahui,
Kepala SubDinas Pendaftaran & Pendaiaan
Dinas Pendapatan Kota Surabaya

—



-96 -

24, BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

et

Menimbang

Mengingat

PERTAMA

o a1 Ny

H

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DiNAS PENDAFATAN

Jl Jimerte No. 25 - 27 Surabaya

Telp. 5243054 - 57 pes 395 - 204

—_

KEPUTUSAN WALIMOTA SURABAYA

Maoinor ..., .

Tentang

FPENGLARAN HEBRERATAN PAJAK
Surat Parmehohan Keberatan Saiak Nomer L,
Tanggai e s e e e e e
Atas Mama et e e e e
Alamat e e
o A W

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Dmerzh vang telah diuhah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,
Undang-undang Nomaor 22 Tahun 1982 t25tang Pemerintzhan Dasrah,

. Peraturan Pemerintah Nomor Gz Tahun 2001 tentang Fajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Noamor 3 Tahun 2001 tentang Crganisasi

inaz ¥ota Surahaya:

. Peratuyan  Daerab i‘\Ouu Suiabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak

Rastaran;

_ Kenutusan Waiikota Surahaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas

o

dan Fungsi Dinas Pendajatan Kota Suiabays,

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan
Paraturan Daeraf  Kota Csurah:a'..n Momgr 2 Tahur 2003 tentang Pajak
Rectoran,

MENMUTUSKAN
Msanolak Surat Permohonan Keberatan Paj k INOHIOT e enens
Tanggat TR T
Atas Nama S e e
Alamat e e O, s
T S 0
Serbubung ‘




MEA : Mamanuhi pembaysren sesus! dengan Surat Katstanan yang talah diterima
RETIGA . Apabila dikemudian han teidapat keketiruan dalam Keputusan int akan

diadakan pembelulan sapariunyva.

Distapkan di  © ...
pada tanggal ... TN UUTRU U e

a.n WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PENDAPATAN

MODEL OPD - 51
WALNOTA SLIRABAYA

td

BAMBANG W HARTONO

Salinan sesuai dengan asiinya

an AEETETREls Daerah Kota Surabaya
Q L‘%
mﬁ.‘}‘-' gian Hukum,
SEKRETARMT\Z




